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BAB II
GAMBARAN UMUM KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH

KOTA PEKANBARU

A. Profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Walikota Pekanbaru, Drs Herman Abdullah meresmikan pemakaian kantor

tiga dinas, yakni Dinas Pendapatan Daerah (dispenda) Kota Pekanbaru, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi UKM. Walikota berharap, kantor

baru ini bisa memotivasi para pegawai di instansi ini untuk meningkatkan kinerjanya.

Usai meresmikan pemakaian kantor ini pada hari rabu 22 juni, Walikota

menjelaskan, bahwa kantor bersama ini jauh lebih representative di bandingkan

kantor ketiga dinas ini sebelumnya. Sebab, sebelumnya Dinas Pendapatan Daerah

Kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi UKM

menumpang di kantor lain.

B. Visi Dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

1. Visi :

Sebagai bagian dari pemerintahan Kota Pekanbaru, maka visi organisasi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru juga tidak terlepas dari visi Kota

Pekanbaru seperti yang dirumuskan pada pemerintah Kota Pekanbaru yaitu:

“Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”

Mengacu pada visi Kota Pekanbaru tersebut dengan dilatar belakangi oleh

kondisi riil Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru dan kecendrungan yang terjadi serta

dorongan tekad yang kuat, maka dirumuskan visi Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru

yang merupakan kesepakatan bersama untuk mewujudkan kondisi dan kompetensi

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru yang lebih baik di masa yang akan datang,



8

selanjutnya di tuangkan dalam rencana strategis SKPD ini. Adapun visi Dinas

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah:

“Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi

Pemungutan Serta Pengelolaan yang Efektif, Efisien, Transfaran dan Akuntabel

Dengan Pelayanan Prima“

Dari pernyataan visi tersebut terdapat beberapa poin penting sebagai berikut :

1) Peningkatan pendapatan asli Daerah

2) Optimalisasi Pemungutan

3) Pengelolaan yang Efektif, Efisien, Transfaran dan Akuntabel

4) Pelayanan Prima

2. Misi

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut diatas, maka ditetapkanlah misi Dnas

Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru  sebagai berikut:

1) Meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah

2) Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

3) Melakukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

4) Meningkatkan Sarana dan Prasarana

5) Mewujudkan Pelayanan Prima Kepada Masyarakat
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C. Struktur Organisasi

Gambar II.1

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
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D. Uraian Tugas

Adapun aktifitas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Memimpin kegiatan Dinas, baik Administratif maupun Operasional sesuai dengan tugas

pokok, fungsi dan kewenangan tugas.

2. Bidang Sekretariat

a. Penyusun program dan kegiatan kesekretariatan

b. Pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan bidang-bidang

c. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang

d. Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang-bidang

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

3. Bidang Dana Perimbangan

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan Lingkup

Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta Pajak Bumi dan Bangunan

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Dana Perimbangan Lingkup Bagi

Hasil Pajak dan Bukan Pajak, serta Pajak Bumi dan Bangunan

4. Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan

Asli Daerah Lainnya Lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lainnya

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Pajak, Retribusi dan Pendapatan

Asli Daerah Lainnya Lingkup Pajak, Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup Pajak Retribusi dan Pendapatan

Lain-lain
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5. Bidang Pembukuan dan Pelaporan

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pembukuan dan Pelaporan

Lingkup Pembukuan, Verifikasi dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah,

Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Lingkup Pembukuan dan Pelaporan

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya

6. Bidang Pendataan, Penetapan dan Keberatan

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Bidang Pendataan, Penetapan dan

Keberatan lingkup pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan pendataan,

pendaftaran, penetapan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, penyelesaian keberatan atas

penetapan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Bidang Pendataan, Penetapan dan

Keberatan lingkup pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan pendataan,

pendaftaran, penetapan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi, penyelesaian keberatan atas

penetapan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi.


